KABUPATEN DAERAH TINGKAT Ii REMBANG
. NOMOR 7 TAHUN 1995 SERI D No 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYAfiAKA’I‘
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT I REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan
pembangunan masyarakat Desa secara berdayaguna dan
berhasilguna, dan peningkatan koordinasi dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, dipandang periu untuk
menata kemibali organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat
Desa di Kabupaten Daerah Tingkat | Rembang

s b. bahwa uniuk meiaksanakan huruf a diatas perlu diatur dan
ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Rembang .

L Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemibbentukan
Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah {Lembaran Negara Republik Indone-
sica Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Repuidiik
Indonesia Nomor 3037) ; ‘



Undang-undang Nomor 5 ?ohun. 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3153) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 73) .

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Ofonomi
Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat Il (Lembaran Negara Republik
Inclonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sict Nomor 3487) ;

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan

Penyempumaan Lembaga Sosial Desa menjodi Lemibaga Ketahanan Masyarakat
Desqa ;

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Crganisas Departermen
segaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 1993 ;

Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 6 Tahun 1988 fentang Prosedur Penetapan
Praduk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Delam Negeri ;

Keputusan Menteri Dalarm Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan
Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan
Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat | dan
Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
i

. Keputusan Menteri Dolam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi

Permerintah Daerah dan Wilayah |

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 fahun 1994 fentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan
Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat | dan
Kantor Pemibangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
i

Dengdn Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l
Rembang
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il REMBANG.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan

a.
b.

C.

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Derah Tingkat Il Rembang ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat i Remibang ;

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Permbbangunan Masyarakat
Desa Kabupaten Daerah Tingkat I Rembang |

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Fermibangunan masyarakat Desa Kabupaten
Daerah Tingkat ! Rembang ;

Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumiah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibowah Camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara
kesatuan Republik Indonesia

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumiah penduduk yang
mermpunyai organisasi Pemerintahan terendah iangsung dibawah Camart yang
tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendin |

Lemibbaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarokat
yang ada di Desa dan Kelurahan .

BAB i

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
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Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Wilaych/Daerah
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah
dan dibina secara feknis fungsional oleh Gubermnur Kepaia Daerah Tingkat | Jawa
Tengah.

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala kantor |

Pasal 3

Kantor Perbangunan Masyarakat Desa mempunyai fugas pokok melaksanakan
pengembangan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber
daya Desa dan pemukiman Desa, serta pendayagunaan feknologi tepat guna .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini,
Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi ;

a.

Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program penyusunan bahan
pertimbangan pemberian perijinan dan pembinaan teknis di bidang

,__‘pembangmqn masyarakat Desa :

Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengembangan
prakarsadan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan

“masyaraket Desa ;

~-Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa :

Pelaksanaan urusan keseketariatan Pembangunan Masyarakat Desa |

BAB 1l
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola Dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan Pola Minimal



Pasal 6

{1} Susunan Organisasi Kantor Pehwbangunan Masyarakat Desa terdiridari .
Kepala Kantor ; | ‘

. Sub Bagian Tata Usaha ;

. Seksi Pengembangan Desa ;

. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;

. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa

-~ 0o 0 0 U Q

Kelompok Jabatan Fungsional .

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal in,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

(3) Bagian Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebdgaimorzc
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak ferpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Kantor
Pasal 7

Kepala Kantor memimipin pelaksanaan fugas pokok don fungsi sebagaimana dimaksud
Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerahini |

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fugas mengkoordinasikan Penyusunan rencana
daon peraturan Perundang-undangan, melaksanakan Lrusan kesekretariatan yang meliouti
kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah fangga, urusan
ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun iaparan.

Pasal @

Untuk menvyelenggarakan fugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sulo Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi
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Koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan
masyarakat desa dan penyusunan laporan

Koordinasi dan penyiapan naskah peraturan Perundang-undangan dibidang
pembangunan masyarakat desa :

Pernantauan, penilaian, pengumpuian don andlisa data fentang hasil pelaksancan
fugas ;

Pelaksanaan urusan kepegawaian

Pengelolaan urusan keuangan ;

pelaksanaan urusan rumah tfangga ;

Melaksanakan urusan ketata Usahaan pembangunan masyarakat desa

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdir dari

a. Urusan Perencanaan ;

b. Urusan Kepegawaian ;

c. Urusan Keuangan ;

d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga .

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 11

Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program,

pengumpuian data, pemaniauan pelaporan, sera menyicokan naskah peraturan
perundang-undangan dan dokumentasi :

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaiah :

Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran
pembiayaan, pengeloiaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis
pelaksanaan anggaran ;

Urusan Tata Usaha dan Rumnah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan
pertengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan



perjcianan dinas serta surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Desa
Pasal 12

Seksi pengembangan Desa mempunyai fugas meiaksanakan pembinaan
pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang melipufi
pendataan, evaluasi dan lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan, fata Desaq,
pengembangan kawasan terpadu don pemasyarakatan feknologi tepat guna.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi-
Pengembangan Desa mempunyai fugas :

a.  Pengumpulan data dan evaluasi program-program pembangundn yang masuk
desa ;

b. Bimbingan dan penilcian pelaksanaan periombaan desa

¢. Penyusunanrencand dan program pengembangan mangjemen pembangunan
masyarakat Desa ;

d. Bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, pemantauan serta
evaluasi tingkat perkembangan Desa |

e. Bimbingan teknis pelaksanaan prograrm pengembangan kawasan ferpadu |
f. pembinaan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa ferpadu,

g Bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi
fepatguna ;

h.  Bimbingan dan petunjuk teknis daiam rangka memasyarakatkan dan
memanfaatkan teknologi tepatguna ;

8 Permantauan dan evaluasi pelaksanaan program fingkal perkemibangan Desa
dan pendayagunaan teknologi pedesaan .
Pasal 14

(1) Seks Pengembangan Desa terdiri dari :
a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Llomba Desa ;
b. Sub Seksi Unit daerah Kerfa Pembangunan ;
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c. Sub Seksi Tata Desa ;
d. Sub Seksi Pengemibangan Kawasan Terpadu |
e. Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ;

Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa

Pasal 15

Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomiba Desa mempunyai fugas melaksanakan
pemantauan, menganalisa dan mengevaiuasi data tingkat perkemibangan Desa
serfa mempersiapkan petunjuk feknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan
perlombaan Desa ;

Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai fugas mempersiopkan
petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem
perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi
surmber daya manusia ¢

Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan
bimbingan feknis pola fata Desa yang meliputi fata ruang Desa dan tata
masyarakat Desa : i

Suo Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mepunyai tugas melaksanakan studi
dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis Desa miskin,
perbatasan, terisolir, kifis minus, padat penduduk, kumuh terbelakang dan rawan
bencana alam melalui program pengemizangan kawasan ferpadu :

Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas
mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan
kerjasama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna .

Bagian Kelima
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 16

Seksi Ketahanan masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebljakan di bidang
ketahanan masyarakat Desa yang melipufi peningkatan peranan kelembagaan
masyarakat Desa bimbingan dan motivasi, peningkatan dan ketrampilan masyarakat
daon peningkatan kesejahteraan keluarga .



Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi
Ketahanan Masyarakat Desa mempunyci fungsi :

a.

b.

@)
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Pengumpulan dan pengolahan data serfa penyusunan program peningkatan
peranan kelembagaan masyarakat Desa |

Pemberian bimbingan teknis dan mofivasi terhadap kegiatan Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga swadaya masyarakat Desa iainnya,
melakukon upava-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan
mengembangkan perpustakaan Desa ; '

Pembinaan dan peningkatan pengetahtian dan keframpilan pengurus Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa, pernbinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga
swadaya masyarakat desa lainnya dan masyarakat pada umumnya, serfa
peningkatan peranan wanita dan generasi muda .

Pasal 18

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ferdir dari

a. Sub Seksi Peningkatan Feranan Kslembagaan Masyarakat Desa |

b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat ;

c. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat |

d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga .

Sub &eksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan berfanggung jowab
kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa .

Pasal 19

Sub Seks Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarckat Desa mempunyai fugas
mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan ferhadop Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa, dalam rangka keterpaduorn, keserasian dan
keberhasilan pembanguncii Desa .

Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai  tugas
melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan mofivasi
dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawal masyarakat dalam
pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa serfa pengembangan
swadaya masyarkat dalam pemibangunan .

Sub Seks Peningkatan Keframpilon Masyarakat mempunyai fugas mempersiapkan
petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengstahuan dan keframpilan
masyarakat .

Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraon Keluarga mempunyai fugas melaksanakan
usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serfa peningkatan peranan
wanita dan generasi mudd .
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Bagian Keenam
Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa
Pasal 20

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mermpunyci tugas melaksanckan kebijakan
diibidang perekonormian dan pemukiman Desa yang meliputi bantuan pembangunan
baik berasal dari pusat maupun daerah, pembangunan prasarana dan sarana -Desa,
peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan fenaga kerja dan sektor
informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumberdaya Desa dan
pengembangan lingkungan Desa .

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan daerah ini, Seksi
Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

a.

o.

=h

Penyunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi
bantuan pembangunan ;

Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkrediian,
lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa ;

Fehyusunon program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sekfor infor
mal serfa peningkaian peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelfindung
koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan

Bimibingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan ketja ;

Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan
serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarckat dalam usaha
ekohomi dan pemukiman Desa

L Sy o st el ek P P ._f_....a__.. [ Py

PEIMDENan DiMtingan iemadap masyaickat Desa, OSMdh

sumber daya alam

Pengumpulan dan analisa data, serta penyusunan program pengefnbongcn
prasarana Desa : '.

Pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program
pengembangan pemukiman dan lingkungan Desa yang sehat serasi ;
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Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama
rehabilitasi sumber daya Desa |

Penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu
perumahan .

Pasal 22

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman desa terdin dari -

Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;

Sub seksi Perkreditan dan Produksi ;

Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sekior informal ;

Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa

Sub Seksi Tata Pemukiman Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa .

Sub Seksi-Sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi Usaha Ekonorni dan Pemukiman Desa .

Pasal 23

Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai fugas mempersiapkan bahan
pembinaan, menyusun pefunjuk feknis pelakscnaan dan mempersiapkan laporan
pelaksanaan bantuan pembangunan .

Sub Seksi Perkreditan dan Produksi memipunyai tugas mempersiapkan oahan
pembinaan dalom rangka menumiouhkan dan mengembangkan usaha ekonomi
Desa, perkreditan termasuk industr rumah tanggea, lumbung desa dan tabungan
masyarakat

Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sekior Informal mempunyai fugas melakukan
pembinaan teknis, memiberikan bimiingan pengembangan fenaga kerja serfa
penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha
ekonomi dan pemukiman Desa ;

Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk
teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarand

Sub Seksi Tata Pemukiman Surnber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai
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tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan perumahian
serta melakukan pembingan dan pemeliharaan kelestarian sumber daya Desa dan
Lingkungan Desa .

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fugas melaksanakan sebagian fugas Kanfor
Pembbangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian .

Pasal 25

(1) Kelompok jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dari
sejumiah tenaga dalom Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya .

(@) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasdl ini, dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional senior yang ditunjuk diantara teraga fungsional yang ada dilingkungan
Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Bupati Kepala Daerch dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

8] Jumiah Jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja .

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut ayat (1} Pasal ini, digtur sesuai
dengan Perafuran Perundang-undangan yang berlaku .
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 26
Dalarm melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepaia
Seksl, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi Wajio menerapkan prinsip koordinas, infegrasi
dan sinkronisasi secara vertikal dan hofisontal baik dalom lingkungan masing-masing

mMaupun antara satuan organisasi dalam fingkungan Pemerintah Daeran serfa instansi
iain sesuai dengan fugas pokok masing-masing .
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Pasal 27

(1} Sefiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kanter Pembangunan
Masyarakatl Desa, mengkoerdinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimibingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan .

(2)  Sefiap pimpinan safuan Crganisasi wajio mengikufi dan mentacti pefuniuk-pefunjuk
dan berfanggung jawab kepada atasan masing-masing dan rmenyampaikan
iaporan berkaia tepat pada wakiunya .

(3)  laporan penyelenggaraan fugas kantor Perbangunan Masyarakat Desa pada
masing-masing tingkatan pemerintah, disampaikan kepada pejabat yang
sefingkat lebih tinggi secara berkaia dan fepat wakiu serta dikoordinasikan oteh
pejabat yang bertanggung jowab dibidang kesekretariatan .

{4 Sefip laporan yang ditefima oleh pimpinan safuan organisasi dari bawahan, waji
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusuncn iaporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petuniuk-petunjuk kepada bawahan . '

Pasal 28

Kepdia Seksi pada Kantor Pemibangunan masyarakat Desa menyampaikan laporan
kepada Kepala Kantor dan Kepaia Sub Bagian Tata Usaha menysun laporan berkala
Kepala Kantor Desa dan Selanjunya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala
kapada Kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa
Tengah Cg. Kepaia Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah .

Pasal 29

Kepala Kantor atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung
kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pembangunan Masyarakat Desa di Kecamatan .

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Segala bioya yang diperiukan untuk pelaksanaan fugas Kantor Pembangunan
Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat
I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat | serta Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
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Pasal 31

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini,
kepada Kdntor Pembangunan Masyarakat Desa dapat memberikan bantuan sesuai
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32
Perubahan jumiah, pola dan susunan organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat
Desa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Daiom Negeri setelah ferlebih dahuiu
mendapat persetujuan terulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
vendayagunaan aparatur negara .

BAB Vil

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 133

Keplia Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepaia Urusan dan Kepala

Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang bervenang berdasarkan
ketenfuian perundang-undangan yang beriaku .

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta urusan Kepsgawaian diatur sesuai dengan
Peraturan Rerundang-undangan yang berlaku

BABR Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasai 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar supaya sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat It Rembang

DitetopkandiR e m b an g
pada tanggal 27 Pebruari 1995

BUPATI KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TINGKAT Il REMBANG

DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT il REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO Drs. H. WACHIDI RIJONC

Disahkan dengon Keputusan Gubemur Kepaia Daerah Tingkat | Jawa Tengah
langgal 24 Juli 1995 Nomor 188.3/228/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang
Nomor 7 Tahun 1995 Seri D Neo. 4 pada
tanggal 1 Agustus 1995
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 010 041 842
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
NOMOR : 10 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISAS! DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT |l REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Ofonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat I
sebagaimana di maksud daiam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974,
maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali organisasi dan tatakerja Kantor
Pembangunan Desa kabupaten Daerah Tingkat i Rembang .

Adapun tugas dan tanggung jawabnya meliputi
1. Melaksanakan kegiatan - kegiatan dibidang pembangunan masyarakat desa
baik mengenai ekonomi desa,sumberdaya desa, pernbinaan desa maupun
sumber-sumber lain yang ada didesa
2. Meloksanakan sebagian dari urusan Pernerintah Pusat ataupun Pemetintah

Propinsi Dati | Jawa Tengah pada Dati I dibidang Pembangungn niasyarakat

Desa .

Guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas
agar lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu menata dan menyempurmakan
kembaili Organisasi dan Tata kerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah

- Tingkat Il Remibang menjadi Organisasi dan tatakerja kantor PembbangunanMasyarakart
Desa Kabupaten Daerah Tingkat | Rembang.
Unriuk maksud tersebut diatas, maka berdasarkan Kep Mendagri Nomor 80 Tahun
1995, Inmendagri Nomor 1 Tahun 1994 dan Surat Gubermnur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah Nomor 061.1/09645 tanggal 18 Maret 1994 periu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

il PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1dan 2 . Cukup jelas.

Pasal 3 : Pembangunan masyarakat Desa adalah rangkaian kegiatan
yang menggunakan sumberdaya desa, potensi-potens desa
yang meliputi : pengembangan desa, Ketahanan

masyarckat Desa, Usaha Ekonomi Desq, Pemukiman Desa
termasuk pendayagunaan teknologi tepat guna .



Pasal 4

Pasal 5s/d 8
Pasal @

Pasal 10 5/d 36
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a Tugas Pokok Kantor Pembangunan Masyarakat desa
sebagai unsur pelaksana Wilayah/daerah adalah
melaksanakan fugas sebagian urusan rumah tangga
Daerch dalam lapangan Pembangunan Masyarakat
Desa ;

b. Melaksankan pembinaan tehnis dengan mengadakan
penvuiuhan, pengawasan dan pelaporan dibidang
Pembangunan Masyarakat Desa |

c. Disamping melaksankan tugas pokoknya, Kanior
Pembangunan Masyarakat Desa masin menjalankan puia
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemetintah Pusart
maupun Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa
Tengah dan tugas-tugas lain yang bersitat khusus
fermasuk dalam bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan
Bupati Kepala Daerah |

Cukup jeias.

Melaksanakan urusan perencanadn program adaian

menyelenggarakan proses-proses penyusunan dan

pengajuan rencana kegiatan serta pembinaan organisasi,

ketatalaksanaan dan kepegawaian .

Cukup ielos |




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR
10 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGU-
NAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il REMBANG .
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SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RUONO



